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aparatur melalui kebijakan reformasi birokrasi dengan
inti perubahan pada mental/perilaku aparatur.
Perubahan tersebut selain ditujukan langsung kepada
aparatur, juga harus ditujukan kepada seluruh sistem
yang melingkup aparatur. Fokus perubahan reformasi
birokrasi tersebut diharapkan dapat menciptakan
birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien,
serta mampu memberikan pelayanan publik yang
berkualitas.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia
dibutuhkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan
pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Sayangnya, tingkat kepuasan masyarakat
sebagai pengguna pelayanan masih rendah. Selain masih banyaknya keluhan masyarakat,
profesionalitas SDM aparatur sebagai penyedia layanan juga masih dipertanyakan. Masih
terdapat pelanggaran yang sering dilakukan ASN dalam melaksanakan tugasnya.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004
yang kemudian direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah secara terus
menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu.
Tuntutan tersebut semakin berkembang seirama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa
warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya
menciptakan sebuah pelayanan yang efisien dan efektif, namun juga bagaimana pelayanan
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dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani,
atau dengan kata lain menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Salah satu filosofi dari otonomi daerah sebenarnya adalah semakin mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya untuk dapat memberikan pelayanan yang
baik terhadap masyarakat selayaknya perlu diketahui terlebih dahulu persoalan-persoalan
yang dihadapi oleh masyarakat. Ketika persoalan-persoalan dalam masyarakat sudah dapat
diinventarisir dan dilakukan analisis maka strategi-strategi untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan akan semakin jelas dan konkrit dampaknya bagi masyarakat.

Pelayanan pada umumnya diberikan melalui beberapa organisasi birokrasi
pemerintah. Organisasi-organisasi tersebut juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan
kebijakan-kebijakan publik yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis
mengidentifikasikan beberapa hal yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagimanakah Kualitas Pelayaan Publik Pemerintah Daerah Di Indonesia?

2. Masalah apakah yang timbul berkaitan dengan Kualitas Pelayaan Publik
Pemerintah Daerah Di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Kualitas Pelayaan Publik
Pemerintah Daerah Di Indonesia.

2. Untuk mengetahui masalah apakah yang timbul berkaitan Kualitas Pelayaan
Publik Pemerintah Daerah Di Indonesia.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi kepentingan ilmu
pemerintshsn maupun kepentingan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan
ilmu pemerintahan dan secara khusus di bidang Kualitas Pelayaan Publik Pemerintah
Daerah Di Indonesia

2. Kegunaan praktis.

Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan
masalah-masalah yang terkait dengan Kualitas Pelayaan Publik Pemerintah Daerah Di
Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan
lembaga legislatif dalam rangka penyempurnaan Kualitas Pelayaan Publik Pemerintah
Daerah Di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian etode
pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan
adalah deskriptif analitis.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah baik di Pusat, di Daerah, BUMN dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku ( Kepmenpan 81 /93).

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi
setiap warga negara

dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (UU RI No. 25 Tahun 2009).

Pelayanan Publik juga dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan Publik (public
service).

Tujuan dan Hakekat Pelayanan Publik

Dukungan kepada masyarakat dapat bermakna sebagai suatu bentuk pelayanan
yang memberikan kepuasan bagi masyarakat/pelanggan. Selain itu membangun
kesan yang dapat memberikan citra positif dimata pelanggan karena jasa pelayanan yang
diberikan dengan biaya yang terkendali/terjangkau bagi masyarakat /pelanggan yang
membuat terdorong /termotivasi untuk bekerja sama / berperan aktif dalam pelaksanaan
yang prima.

Tujuan Pelayanan Publik Adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan
masyarakat / pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas / mutu
pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan. ( Dadang
Juliantara; 2005 )

Hakekat pelayanan publik Adalah pemberian Pelayanan Prima dengan peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur
Pemerintah sebagai Abdi masyarakat. Pemerintah melalui perangkat birokrasinya dalam
melaksanakan pelayanan public kepada masyarakat juga harus berpegang pada azas - azas
pelayanan publik yaitu :

1. Transparansi,

2. Akuntabilitas,

3. Kondisional,

4. Partisipatif,

5. Kesamaan Hak,

6. Keseimbangan Hak dan kewajiban. (Dadang Juliantara ; 2005).

Karakteristik Pelayanan Publik

Mengingat fungsinya sebagai perangkat pemerintah, lembaga pelayanan publik
pada dasarnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya,

2. Memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang

akan dilayani,

3. Memiliki tujuan sosial,
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4. Dituntut untuk akuntabilitas kepada public,

5. Memiliki konfigurasin indicator kinerja yang perlu kelugasan dan

6. seringkali menjadi sasaran isu politik. ( LAN, 2003 )

Jenis - jenis Pelayanan Publik

Ditinjau dari produk yang disediakan, pelayanan publik menurut SK Menpan no. 63
tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik data dibagi ke
dalam tiga jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menyangkut berbagai bentuk dokumen
resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk pelayanan yang termasuk jenis ini
misalnya : pengurusan status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau
pengesahan suatu barang dalam bentuk dokumen- dokumen seperti : KTP, Akte
Pernikahan, Akte kelahiran, BPKB,SIM,IMB, paspor dan lain-lain.

2. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menyangkut penyediaan berbagai bentuk dan
benda yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk pelayanan yang termasuk dalam jenis
ini misalnya pemasangan jaringan telpon, penyediaan tenaga listrik, instalasi air bersih,
distribusi berbagai barang kebutuhan dasar dan lain - lain.

3. Pelayanan Jasa , yaitu pelayanan yang menyangkut berbagai pemberian jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, layanan pos dan lain - lain.

Pola Pengelolaan Pelayanan Publik

Dalam prakteknya, penyelenggaraan pelayanan publik tersebut diatas
dilaksanakan melalui 3 macam pola pengelolaan sebagai berikut :

1. Pelayanan Fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga
pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Misalnya penyediaan tenaga
listrik oleh PLN, pengaturan telpon oleh PT. Telkom, layanan pos oleh PT. Pos & Giro .

2. Pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara mandiri oleh
lembaga pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah, misalnya
pengurusan paspor oleh kantor Imigrasi, Akte Kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil,
urusan Nikah, talak dan rujuk dilaksankan oleh Kantor Agama. Dan lain-lain.

3. Pelayanan Terpadu, yaitu pelayanan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan masyarakat
yang diselenggarakan dalam satu tempat pelayanan misalnya pengurusan BPKB yang
melibatkan dua lembaga. Pelayanan Terpadu dapat digolongkan ke dalam tiga macam
pengelolaa terpadu :

a. Terpadu satu atap, yaitu pada pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan
dilayani melalui berbagai pintu.

b. Terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan pada satu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, dan dilayani melalui
satu pintu.

c. Gugus Tugas, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan oleh petugas pelayanan
publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas, yang ditempatkan dalam suatu
lembaga dan lokasi pelayanan tertentu. ( Awang Anwaruddin, 2004 )

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan
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demokratis terhadap masyarakat akan dapat dilihat dari kebijakan dan strategi yang
dirumuskannya. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik akan menjadi dasar
bagi terselenggaranya pelayanan publik yang adil dan demokratis melalui kelembagaan
yang berbasis pada kebutuhan layanan masyarakat.

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah
tampaknya semakin mendesak. Kualitas Pelayanan sebagaimana disefinisikan oleh
Goetesch dan Davis (2002) adalah suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan
pelenggan atau masyarakat. Sebenarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
dilaksanakan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Pelayanan yang berorientasi pada
kepuasan masyarakat

merupakan paradigma pelayanan yang disarankan oleh Pemerintah pada era
globalisasi dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Lebih terfokus kepada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang
memfasilitasi kondisi yang kondusif bagi kegiatan pelayanan pubik,

2. Lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat
mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah
dibangun bersama,

3. Menerapkan system kompetisi dalam penyediaan pelayanan public tertentu
sehingga masyarakat dapat memilih pelayanan yang lebih berkualitas,

4. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dengan berorientasi kepada
hasil sesuai dengan input yang digunakan,

5. Lebih mengutamakan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat bukan semata-
mata keinginan pemerintah atau pejabat,

6. Pada beberapa situasi, pemerintah juga berhak memperoleh pendapatan dari hasil
pelayanan publik yang diselenggarakan,

7. Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahn pelayanan yang
kemungkinan dapat terjadi,

8. Menerapkan system pasar dalam memberikan pelayanan, antara lain penyediaan
layanan sesuai dengan kebutuha masyarakat. ( Awang Anwaruddin ; 2004 )

Pemerintah daerah melaui lembaga pelayanan public harus mampu melakukan
pelayanan publik yang profesional. Pelayanan Publik yang professional, artinya pelayanan
publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (
aparatur pemerintah ), dengan ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan

sasaran;

2. Sederhana, mengandung arti prosedur

/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mdah, cepat, tepat, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang
meminta pelayanan..

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan

dan kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan.

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan
administrative.
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c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan.

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,

rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh
masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

. Efisiensi, mengandung arti :

a.Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung
dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan
keterpaduan antara persayartan dengan produk pelayanan yang berkaitan ;

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam
hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersayartkan adanya
kelengkapan persyaratan dari
satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan
masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang
menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.

. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntunan, keinginan
dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh
kembang.

engembangan Strategi Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah harus

dilakukan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kepuasan
masyarakat. Menurut De Vreye dalam Dadang Juliantara (2005) mengarahkan pada 7
Simple Strategis for Success yang kemudian disebut Service Model :

1.

2.

a
b

Self - Esteem ( harga diri )

a. Pelayanan bukan berarti tunduk,

b. Dinilai dari kepemimpinan keteladanan,

c. Menempatkan seseorang menurut keahliannya,

d. Menetapkan tugas pelayanan yang futuris,

e. Berpedoman pada kesuksesan hari esok lebih baik dari hari ini.
Exceed Expedation (memenuhi harapan).

. Penyesuaian standar pelayanan,

. Pemahaman terhadap keinginan pelanggan,

c. Pelayanan sesuai keinginan pelanggan,
3. Recovery (pembenahan).

a

b

. Keluhan, sesungguhnya bukan merupakan masalah, akan tetapi merupakan
peluang untuk maju dan tantangan untuk melaju,
. Mengatasi keluhan pelanggan,

c. Mengumpulkan informasi tentang keinginan pelanggan,
d. Uju coba standar pelayanan,
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e. Mendengarkan keluhan pelanggan,
4. Vision (pandangan kedepan ).

a. Perencanaan ideal di masa depan,

b. Memanfaatkan tehnologi semaksimal mungkin,

c. Memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan pelanggan,

5. Improve (perbaikan).

a. Perbaikan secara terus menerus,

b. Mengikut sertakan bawahan dalam penyusunan rencana,

c. Training,

d. Penciptaan standar yang responsive,

6. Care ( perhatian ).

a. Sistem yang memuaskan pelanggan,

b. Menjaga kualitas,

c. Menerapkan ukuran yang tepat,

7. Empower (pemberdayaan ).

a. Memberdayakan karyawan & bahan.

b. Belajar dari pengalaman,

c. Memberikan rangsangan, pengukuran dan penghargaan. ( Dadang Juliantara:

2005)

Pelayanan Publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi
pemerintahan, kaena hal itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan factual masyarakat
terhadap peranan pemerintah. Filosofi pelayanan public adalah menempatkan rakyat
sebagai subyek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Moralitas dari pelayanan
public merupakan derivasi dari filosofi tersebeut, yaitu pemberdayaan rakyat dalam
relasinya dengan struktur kekuasaan.

Sehubungan dengan kebijakan pelayanan publik, Pemerintah Daerah perlu
memiliki kepekaan dan kemampuan dalam :

1. Memahami secara benar tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah,

2. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas, khususnya dalam

pengembangan infrastruktur daerah dan pemberian layanan,

3. Kemampuan menyusun alokasi infrastruktur baerkait dengan kebutuhan dan prioritas
pembangunan dan kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan
infrastruktur dan pengenggaran,

. Kemampuan dalam menyusun standar layanan,

. Kemampuan melakukan komunikasi politik dengan masyarakat, sehingga mendapat
masukan yang produktif berkaitan dengan arah pembangunan. ( Anneli Millen : 2003 ).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik hendaknya selalu
melakukan pembenahan terus-menerus termasuk pembaharuan Kinerja Organisasi
pelayanan publik yang berpedoman pada perubahan Kultur organisasi, Struktur organisasi,
pembangunan sumber daya birokrat dan kepemimpinan yang memiliki visi dan misi
pengembangan , Meningkatkan kapasitas kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan
publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan
publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk
memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan
wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum

Ul
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yang mendukungnya.
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